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Dalam penulisan ini penelti melihat permasalah yang menghambat kebijakan pengelolahan 

sampah ialah kurangnya kesadaran masyarakat. Sehingga sampah rumah tangga yang masih bisa 

dipilih untuk dijual ke bank sampah tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat masih 

membuang sampah disekitar rumah dan sungai sehingga menimpulkanpencemaran terhadap 

lingkungan. Tujuan mengetahu implementasi Kebijakan pemerintaha Kota Batu dalam 

pengelolaan sampah serta apa yang menjadifaktor penghambat dalampengimplemantasikan 

kebijakan Kota Batu dalam saitary fandfill yaitu melalui proses 3R (recayle, reduce, reuse) 

sebesar 6,3 m
3
/hari, setelah itu dipadatkan kembali degan alat berat sebanyak 5 kali lindasan. Hal 

ini berguna memperkecil volume sampah sebesar 60% dari volume sampahawal. Dampak dari 

metode sanitary fandfill berjalan dengan baik menggunakan konsep 3R (recayle, reduce, reuse). 

Suatu sistem pemprosesan akhir sampah dengan menumpukan sampah (terutama sampah 

organik) dalam suatu area yang kemudian dilakukan penutupan dengan tanah urug secara harian. 

Proses ini juga dilakukan perataaan dan pemadatan. Kemudian ditutup dengan tanah penutup 

setiap hari akhir operasi. Pada metode sanitary fandfill juga dapat menlakukan proses pengaliran 

lindi melalui pipa penyalur ke instalasi pengelolah lindi, sehingga lindi tidak mencemari badan 

air maupun air tanah. 
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1. Latar Belakang 

Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. 

Karenanya, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses 

pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, 

tepat, dan memadai. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur kebijakan tersebut juga 

harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuatan kebijakan publik terhadap kewenangan 

yang dimilikinya, bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan 

pemerintahan. Karena tanggungjawab para pembuat kebijakan akan berada pada setiap tingkatan 

sesuai dengan kewenangannya (Gerston, 2002, 14) 

Kota Batu adalah salah yang sedang berkembang di Jawa Timur, dalam keberadaannya juga 

tidak lepas dari permasalahan seputar pengelolahan sampah dan kebijakan pemerintahan kota 

Batu. Kompleksnya permasalahan sampah di beberapa kota di Indonesia memang tidak hanya 

sekedar bagaimana teknis mengelola sampah, tetapi juga bagaimana mengetahui kebijakan 

tentang sampah. Dengan di keluarkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomer 38 Tahun 2003 

terntang retribusi pelayanan kebersihan, sudah tidak sesuai dan perlu diganti maka Pemerintah 

Kota Batu telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 17 Tahun 2010, tentang Retribusi 

Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan, bahwa guna lebih meningkatkan Kinerja Pelayanan 

Persampahan Dan Kebersihan Di Kota Batu diperlukan adanya perbaikan dan penyesuaian 

penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap kondisi daerah dan kemampuan 

masyarakat. Adapun suatu permasalahan yang ingin di jawab dalam penelitian ini yaitu berkaitan 

Kebijakan Pemerintahan Kota Batu dalam pengelolahan sammpah. Produksi sampah cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun sementara peningkatan kemampuan pengangkutan sampah masih 

terbatas dan bahkan tertinggal dibandingkan pertumbuhan produksi sampah. 

Berdasarakan Undang-Undang Republik Indonesia NO 18 Tahun 2008 tenteang 

Pengelolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 69), bahwa 

sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga penelolahannya perlu dilakukan secara 

komprehensif terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi 

masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta mengubah perilaku masyarakat. Dan 

pengelolahan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan 

pemerintahan, pemerintah daerah, serta peranan masyarakat dan dunia usaha sehingga 

pengelolahan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efesien. 



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011, tentang perlindungan, 

pelestarian dan pengolahan lingkungan hidup di Kota Batu, bahwa pembangunan berwawasan 

Lingkungan Hidup merupakan suatu ekosistem yang harus dijaga kelestariannya sebagai suatu 

Karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang merencaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial dan ekonomi dalam suasana yang terbuka, 

jujur dan demokratis. Dalam rangka terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan perlu melaksankan pengelolahn lingkungan hidup yang selaras, serasi 

dan seimbang dengan kebijakan terpadu serta memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini 

dan generasi masa depan. 

Kota Batu menghasilkan sampah perhari sebanyak 70-80 ton sampah yang harus diangkut 

per hari di kota ini (Surya Malang, 31 Juli 2017). Adanya bank sampah menjadi faktor 

menurunnya volumedampah di Kota Batu. Kepala lingkungan hidup Arief juga ingin membentuk 

tim pengawas yang tugasnya mengawasi orang-orang yang membuang sampah sembarangan, 

dalam hal ini sampah memiliki ancaman serius terhadap lingkungan alam dan kemajuan 

lingkungan pariwisata, sampah juga mengancam pembangunan ekonomi masyaraka Kota Batu.  

Sampah merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan begitu saja karena sampah bisa 

merusak dan mencemari lingkungan, oleh karena itu permasalahn sampah harus diselesaikan 

dengan baik agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah. Penanganan dampah pada 

Tempag Pembangunan Akhir harus diselesaikan dengan baik agar dikemudian hari tidak 

menimbulkan masalah. Penanganan sampah pada tempat Pembuanagn Akhir harus diselesaikan 

dengan metode sanitary landfill, karena metode ini dapat meminimalisir dampat negatif sampah 

terhadap lingkungan. 

Tempat pembuanagn akhir Kota Batu yang memiliki luas lahan 6 Ha terletak di Desa 

Tlekung, Kecamatan Junrejo menerapkan metode sanitary landfill dalam menangani 

permasalahan sampah yang ada dikotanya, akan tetapi pemanfaatkan lahan untuk penelolahan 

sampah di tempat pembuangan akhir tersebut belm maksimal, sehingga umur tempat 

pembuanagn akhir menjadi pendek dari yang seharusnya. Oleh kerena itu tempat pembuanagn 

akhir perlu direncanakan kembbali dengan tujuan untuk mrningkatan kapasitas tampungan 

sampahnya dan umur tempat pembuanagn akhir tersebut. 



Berdasarkan latar belakang tersebut inilah peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti 

dengan judul,  “Analisis Kebijakan Pemerintahan Kota Batu Dalam Pengelolahan Sampah 

Terpadu”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Pengelolahan 

Sampah Terpadu Di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu? 

2. Fator-Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat Dalam Mengimplementasikan Kebijakan 

Pemerintah Kota Batu Dalam Pengelolahan Sampah Terpadu Di Desa Tlekung, Kecamatan 

Junrejo, Kota Batu? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu 

Dalam Pengelolahan Sampah Terpadu Di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu? 

2. Untuk Mengetahui Fator-Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat Dalam 

Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Pengelolahan Sampah 

Terpadu Di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu? 

 

1.4. Manfaat Penelitian. 

1.4.1. Manfaat Praktis 

1. Dalam mengembangkan suatu teori tentu kita belajar dari praktek, dan kita 

perlumembandingkan teori yang sudah kita dapatkan dibangku kuliah, maka dari situ kita 

akann tahu setelah kita melakukan penelitian dan menemukan masalah di lapangan 

2. Untuk peneliti selanjutnya akan dapat menggunakan penelitian ini sebagai pedoman dan 

referensi tmbahan agar dapat membandingkan penelitian yang akan datang. 

1.4.2. Manfaat Teoritis 

1. Untuk instansi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 

Universitas Tribhuwana Tunggadewei Malang. 

2. Untuk Pemerintahan Kota Batu, sebagai pedoman untuk lebih meningkatakan kebijakan 

Pemerintah Kota Batu dalam pengelolahan sampah terpadu di Desa Tlekung. 



3. Untuk peneliti, akan dapa mengetahui analisis kenijakan pemerintah Kota Batu dalam 

pengelolahn sampah terpadu Desa Tlekung. 
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